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RELAAS PENYERAHAN MEMORI BANDING
SURAT TERCATAT
Nomor : 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari ini SENIN tanggal 4 SEPTEMBER 2023, saya Yadi Supriyono, SH.MH. Jurusita
pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk
meiaksanakan pekerjaan ini;

TELAH MENYERAHKAN KEPADA :

Kukuh Budi Rachman, terakhir diketahui beralamat di Jalan Dr. Soetomo No. 49, Surabaya, yang
saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnva, untuk selanjutnya
disebut sebagai Turut Terbantah IV / Turut Terbanding IV;

Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan oleh Dr. Budi Kusumaning Atik,
SH.MH. dkk, Advokat dan Pengacara, yang beraiamat dan berkantor di Jalan Raya Margorejo 12D
Surabaya, dalam hal ini selaku kuasa dari Ong, Suhadi Wijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama PT. Cinderella Vila Indonesia, beralamat di Jalan Tanjungsari No.20 Surabaya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2023, dahulu sebagai Terbantah sekarang Pembanding,
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juli 2023 Nomor
19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby. dalam perkara antara :

PT. Cinderella Vila Indonesia dahulu sebagai Terbantah sekarang Pembanding;
iLawan
PT. Muara Bayu Sejahtera Utama, Dkk. Dahulu Pembantah, Para Turut Terbantah sekarantg
Terbanding, Para Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan / masyarakat,

Kepadanya saya jelaskan bahwa, bahwa terhadap memori banding tersebut dapat dijawab
secara tertulis yang ditanda tangani oiehnya sendiriikuasanya yang sah serta diajukan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi
Surabaya.

Penyerahan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas penyerahan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang memberitahu /
Jurusita ,

, upriyono, SH.MH.
P. 198500201088031002
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KANTOR ADVOK A
DR. Budt Kusumaming Atik, S H M H & ASS
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Kepada Yang ferhormat

Bapak KetwaPengadilin Tinggn Jawa Lanar

MelalwketuaPengadifan Negers Surabaya

I

Surabaya

Perhal

Memon Banding

+ Denganhormat,

Yang bertandatangan di baw ahang:

.
b Nama s Dr. BUDIFKUSUMANING ATIK.SHMH
Tempat - Tanggal Lahir Banvuwangs, 24 September 1960
Umwur 263 tahun
Jemis Kelamim : Perempuan
Agami - Kristen Protestan
Warga Negara c Indonesia
Alamat 3 SidosermoArdas 2h 7 167, Surabaya
Pekerjaan s Advokan
Status Kawin cKawin
Pendidikan 0 S3
Tanggalmulaberfakunya KTPA 1S Februan 19RO
Tanggalberakhirnya KTPA 31 Desember 2024
R

Niama

Tempat - Tanggal Lalir
Umur

Jems Kelamin

Agama

Warga Negara

CMALVIN REYNALDIL SH, MU
Jakartas 16 Mer 1982

s tahun

cLaki-faka

- Kristen Protestan

S Indonesia

Alamat S ApartemenWaterplace Tower B O8AOS, Surabaya
Pekerjaan cAdvokat

Status Kawin CKawin

Pendidikan °8N2

Foragit  beard Rt RPN FERANT ol G




Tanggal mulai berlakunya KTPA : 5 November 2010

Tanggal beraklurnva KTPA

3. Nama
Tempat Tanggal Lahir
Umur
Jenis Kelamin
Agama
Warga Negara
Alamat
Pekenjaan
Status Kawin
Pendidikan

: 31 Desember 2024

: RISKA YOURINA, SH, MH
: Malang. 16 Juni 1987

: 36 tahun

: Perempuan

: Knisten Protestan

: Indonesia

: J. Surak No. 12, Malang

: Advokat

: Kawin

:S2

Tanggal mulai berlakunva KTPA : 20 Maret 2013

Tanggal berakhimya KTPA

: 31 Desember 2024

- Advokat dan Pengacara vang beralamat dan berkantor di Jalan Raya Margorejo 12 D Surabaya,

r

dan:

Nama

Tempat / Tanggal Lahir
Umur

Jenis Kelamin

Agama

Warga Negara

Alamat
Pekerjaan/Jabatan
Status Kawin

yang selanjutnya disebut sebagai

sesuai dengan surat Kuasa tertanggal & Agustus 2023, dalam hal ini bertindak selaku kuasa

: ONG, SUHADI WIJAYA, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama PT CINDERELLA VILA
INDONESIA

: Surabaya, 15 Februari 1958

: 65 tahun

- Laki - Laki

: Kristen

: Indonesia

: Darmo Green Garden C-22, Surabaya
: Direktur

: Kawin

........... PEMOHON BANDING dahulu TERLAWAN.

MELAWAN

1. PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA sebagai TERMOHON BANDING dahulu

PELAWAN

™

PT. EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT PANDAWA sebagai TURUT TERMOHON

BANDING | dahulu TURUT TERLLAWAN |
3. RACHMAD BAKII sebagai TURUT TERMOHON BANDING 11 dahulu TURUT

TERLAWAN II

o



DRA. WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH sebagai TURUT TERMOHON BANDING

11l dahulu TURUT TERLAWAN I

5. KUKUH BUDI RACHMAN sebagai TURUT TERMOHON BANDING IV dahulu
TURUT TERLAWAN |V

6. RINI RETNO SETYOWATI sebagat TURUT TERMOHON BANDING V dahulu
TURUT TERLAWAN V

7. SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI sebagai TURUT TERMOHON BANDING VI
dahulu TURUT TERLAWAN V1]

PEMOHON BANDING dengan ini mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan
Negeri Surabaya No. 19/Pdt.Bth’2023/PN.Sby.. tanggal 27 Juli 2023 vang amar putusannya
sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI -

Menolak tuntutan Provisi dari Pembantah -

DALAM POKOK PERKARA :

N~

8.

Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian

Menyatakan Pembantah Eksekusi adalah Pembantah yang Baik dan Benar,
Menyatakan Pembantah sebugai Pembeli vung beritikad baik:

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat Akta No. 37 tanggal 9
November 2017 yang dibuat di hadapan Edhi Susanto. S H.. M H.. Notaris dan PPAT
di Kotu Surabaya;

Menyatakan Pembantah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa yakni sebidang
tanah seluas 25 000 M- (dua puluh lima ribu meter persegi) vang terletak di Jalan
Tanjungsari Nomor 73 - 73, Asemrowo. Kota Surabaya;

Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum heriaku Penetapan Pengadilan Negeri
Surabaya No. 46:EKS 2006 PN Shy Jo  No. 191 Pds. G 2006.PN Shy Jo. No 369/
Pdt Phw2006:PN.Shy fo No 32 Pdt 2008 PT Shy Jo No 2595 K'Pdt: 2008 Jo. No.
273 PK/Pdt/2011 Jo. No. ~09 PK-Pds:2020) tanggal 16 Desember 2021, berikut dengan
penetapan-penetapan lanjutannya;

Menyatakan Relaas Panggilan (Aanmaningy No. 46/ EKS2006/‘PN.Sby Jo. No.
191 Pde G 2006 PNShy  Jo.  No 369 Pdi Pbw 20066 PN Shby  Jo.  No.
32:Pdt 2008:PT Shy Jo. No. 2593 K-Pdr 2008 Jo. No. 273 PK-Pdi:2011 Jo. No. 709
PK/Pdt-2020) tanggal 31 Desember 2021 tidak herkekuatan hukum.

Menghukum Terbantah dun Para Turut Terbantah untuk tunduk dan patuh terhadap isi

putusan dalam perkara bantahan ini;



9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebik dahulu meskipun
ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi,

10. Menghukum Terbantah untuk memhavar biaya vang timbul dalam perkara ini sebesar
Rp 14495 000).00 t Empat belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

[1. Menolak bantahan Pembantah untuk selain dan selebihnya

Bahwa keberatan PEMOHON BANDING didasarkan atas hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara aquo adalah untuk mencntukan apakah
TERMOHON BANDING * PELAWAN adalah pembeli vang beritikad baik di mata
hukum. yvang untuk menjawabnya terdapat 3 (tiga} isu ulama, vaitu

1.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN meniliki Legal Standing yang
dipersyaratkan olch hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke — 3 (Derden Verzet)?

Dasar Hukum * batu uji yang sepatutnyva digunakan terkait hal ini adalah SEMA No.
7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 hun 2018, vang mengatur bahwa Derden Verzet atas
sengketa tanah. hanva dapat diajukan berdasarkan Pasal 195 avat (6) Jo. Pasal 208
HIR. karena alasan “kepemilikan™ (Hak Milik. Hak Guna Bangunan. Hak Guna
Usaha. Hak Pakai dan Hak Gadar Tanah).

Apabila SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahun 2018 yang digunakan
sebagai dasar Hukum 7 batu upi. maka akan didapati bahwa TERMOHON BANDING
!/ PELAWAN udak memiliki Legal Standing untuk mesgajukan Derden Verzet,
karena tidak ada satu buktipun vang menunjukkan bahwa TERMOHON BANDING
/ PELAWAN memiliki Sertifikat Hak Atas tanah dengan nama TERMOHON
BANDING / PELAWAN sebagai pcmegang hak atas obyek sengketa.

2.) Apakah benar telah terjadi peralihan hak yang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING I /TURUT TERLAWAN 1 kepada
TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Dasar Hukum / batu uji yang sepatutnya digunakan terkait hal imi adalah PP No. 24
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/
PUU - XIX7 2021.

Apabila PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akia Tanah, dan Putusan Mahkamah
Konstitust No. 12/ PUU - XIX' 2021 vang digunakan sebagar dasar hukum /' batu uji,
maka akan didapatt bahwa tudak pernah terpadr Perabiban Hak atas tanah yvang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING I /TURUT TERLAWAN 1 dengan
TERMOHON BANDING / PELAWAN atas obyek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli
yang beritikad baik di muka hukum?
Dasar Hukum / batu uji yang scpatutnya digunakan terkait hal int adalah Rumusan
Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016.
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Apabila Rumusan Kamar Perdata Angka 4, SEMA No. 4 tahun 2016 yang digunakan
scbagal dasar hukum ' batu uji, maka akan didapati bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak memenuhi kriteria sebagai pembeli yang beritikad
baik.

Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN sangat berkeberatan atas keseluruhan
pertimbangan — pertimbangan hukum. oleh karena :

1.) Judex Facne tidak mempertimbangkan bukti — bukti kunci yang diajukan oleh
PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang sesungguhnya dapat membuat terang
dan jelas perkara aquo,

2.) Judex Factie alai dan / atau salah dalam menilai suatu alat bukii; (sebagai contoh
mempersamakan Akta Notaris dengan Akta PPAT, padahal keduanya memiliki
kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda dalam konteks peralihan hak atas
tanah.)

3.) Judex Fuactie kerap kali menerapkan aturan hukum yang tidak relevan dan tidak
sesuai konteksnya atas suatu isu / permasalahan yang sedang diuji;

4.) Judex Factie idak mempertimbangkan / menuliskan secara lengkap dalam putusan,
keterangan — keterangan saksi fakta maupun ahli yang diajukan oleh PEMOHON
BANDING / TERLAWAN.

Bahwa PEMOHON BANDING / TERLAWAN adalah pihak yang memiliki SHGB NO.
30 atas obyek sengketa dengan nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN sebagai
pemegang haknya. senta telah dikuvatkan dengan Putusan Pepinjavan Kembali Ke -2 No.
709/ PK/ Pdv 2020, sudah sepatuinya untuk diberikan perhindungan hukum scbagai
pemegang hak atas tanah yang sah. yang wajib dilindungi dari tangan — tangan jahat mafia
tanah vyang sclalu mencoba mengganggu kepemilikan PEMOHON BANDING /
TERLAWAN atas obyck sengketa sejak tabun 1993 hingga saat inh,

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali buku Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan secara resmi oleh
Kantor Pertanahan Surabaya | yang telah diajukan sebagai bukti T — 3 oleh PEMOHON
BANDING/TERLAWAN padahal bukti tersebut merupakan bukii yang menentukan
dalam menguji dan mengadili perkara aquo karena dari bukti tersebut sudah nyata secara
jelas dan tegas siapa yang terdaflar atau tercatat sebagai pemegang hak atas obyek sengketa
sebelum maupun pada saat berlangsungnya persidangan perkara ini, sebagaimana dapat
diuraikan berikut mi

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surabaya [, No Berkas :
21807 7 2022, NTPN : 820220420834080 20/04/2022 16.42.35, tanggal 20 April 2022,
yang pada pokoknya Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 (BPN/ Kementnan ATR)
mencrangkan hahwa :

*1. Sebidang tanah terletak di ¢

Alamat  : ASEMROWO

Letak : ASEMROWO, Kecamatan ASEMROWO

NIB 2 1201270106120



Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan

Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut

dinyatakan sudah diterbitkan sertipikat pada KANTOR PERTANAHAN KOTA
SURABAYA'|

Atas nama : PT CINDERELLA VILA INDONESIA

Sertipikat : Hak Guna Bangunan 12012701300030 Kelurahan ASEMROWO
Luas 25590 m2

3o ”

Yang mana dari bukti T - 3 di atas jelaslah bahwa tanah obyek sengketa aguo merupakan
milik PEMOHON BANDING / TERLAWAN dan tidak ada satu putusanpun yang
membatalkan Sertifikat {{ak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella Vila
Indonesia (PEMOHON BANDING / TERLAWAN) tersebut.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuctic TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama

sekali bukti — bukti yang diajukan PEMOHON BANDING/TERLAWAN, yaitu :

- T - 15a, Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dan Polrestabes
Surabaya,

- T - 15b. Tanda Terima Permohonan Sertifikat Pengganti SHGB No. 30 dari Kantor
Pertanahan Surabaya I;

- T =15¢, Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 / Kel. Asemrowo;

- T = 15d, Sertifikat Hipotik No. 125/ 1996;

Yang mana dari kesemua bukti di atas jelaslah terbukti bahwa atas obyek sengketa benar

telah terdapat alas hak yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT

Cinderella Vila Indonesia (PEMOHON BANDING / TERLAWAN) tersebut.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali Keterangan Saksi fakta Hendri Kusmaryanto. S.ST. Kepala Scksi Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Surabaya | yang diberikan di bawah sumpah
yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas obvek sengketa telah terbit Sertipikat Hak
Guna Bangunan atas nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang dapat dibuktikan
kesesuasannya dengan Buku Tanah yvang terdapat pada Kantor Pertanahan Surabaya I,

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie TIDAK MEMPERTIMBANGKAN sama
sekali bukti T — 2 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 6/ P/ FP/
2020/ PTUN.Sby, tertanggal 1 Juli 2020 vang dari putusan tersebut nyata jelas pada tahun
2020 TURUT TERMOHON BANDING I/ TURUT TERILLAWAN I menyatakan dirinya
adalah pemilik obyck sengketa, yang mana hal imi bertemangan dengan dahil TERMOHON
BANDING / PELAWAN dan TURUT TLRMOHON BANDING 1/ TURUT
TERILAWAN I yang dalam perkara aquo mengaku pada tahun 2017 obyek sengketa sudah
beralih kepemilikannya kepada TERMOHON BANDING / PELAWAN.

Bahwa Judex Factie telah salah dalam menila alat bukti yang digjukan TERMOHON
BANDING / PELAWAN khususnya Buku P - 05 {Akia Perjanpian Pengabihan Hak No.
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37, wnggal 9 November 2017 dibuat di hadapan Fdhi Susanto, S.11., ML, Notaris di Kota
Surabaya), oleh karena

Py ARta Penanpan Pengahihan Hakh No 17 tersebut hanyaluh Akta Notans, BUKAN
AKTA PPAT,

2} Pembuatan Akt Perjangian Pengabihan Hak No 37 dilakukan oleh 1dhi Susanto dalam
heduduhannya sebagin Notans, bukan dalam kedudukannya sehagni Pcjubat
Pembuat Akta I'nnah (PPAT)

1) Obvek vang diperanphan dadam Ak Perjanpian Peagalthan Hak No. 37 tersebut
adalah Petoh D, sementara di atas tanah tersebut ickih terdapat Seriifikan Hak Guna
Bangunan No 30 atas nama ) Cinderela Vil Indonesia (1) MOBON BANDING /
LERT AWAN)

4 Ahta Peranpan Pengalthan Hak Noo 37 ersebut hanya mengihat pihak  yang
menandatangam dan tidak mengikat obych sengketa yang mempunym alas hak
Sertfihat Tk Guna Bangunan Noo 30 ats sama P Cinderedls Vila Indonesia
(PEMOHON BANDING  TERIFAWAN),

S TURUT HERBANDING U HURUT HEREAWAN Cdan HHERMOHON BANDING /
PEEAWAN telah mengetahui bubwa oby ek just beli dalam keadaann sengketa, yang
terbukt dengan adamya Berita Acara 3 helhust Nomor 360 1 KS2006/PN Shy  Jo.
Nomor 1917 PDCG? 20062 PN .Shy  vang diadikan obyck dalam perjangian tersebut,

Bahwa Perimbangan Huhum Judey Facnie yang memperiimbanghan petitum angka 2
(du) TERMOBON BANDING/PEY AWAN sehagmmana tertuang dakam pertimbangan
hukumnya daee hataman 47 (copat puluh gl paragrat terakbiv sampanr dengan halaman
53 (hma puluh tga) paragral ke 2 (duad, vang pada pohoknya menyatakan;

bahwa kepemibihan oby ek sepghetiatickhih berabih dan TURUY TERBANDING 1 TURU T
TEREAWAN | hepada 1 RMOBION BANDING PR AWAN dengimn dasiy adanya
Akta Notars Petgangtan Pengabhihan Hak Noo 37 wnggal 9 November 2017 yang dibuat
dihadapan Notaris T dhi Sesanto dan adanya pengakuan TUREHD TERBANDING 1/
TURUT TERLAWAN 1 yang membenarkan adanya peraliban hak,

merupakan perttmbangan hukum yang hehiru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena

[.) Akta Pengalihan Hak No. 37 vang digjukan scbagar bukt P 05 olch THRMOHON
BANDING 7 PHEAWAN merupakan Akta Notans dan bukan Akta PPATL,

2.) Akta Pengabihan 1ak No 37 tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan
setempat sehagaimana disvaruthan dalam Pasal 39 ayat ¢by hurat a dan ] Pasal 40 PP
No. 24 tahun 1997 entang Pendatlaran Lanah serta Pasal 2 PP No. 37 whun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Fanah,

1) Akta Pengabihan Hak tdak dikenal datim sistem pendaflaran tanah & Indonesia yang
prana hal wi telah dielaskan oleh Ahly - Pakar Huhum Agraria Bambang Tri Suryo
Binantoro, SN S yang elad mencgashan babwacsyarat Peralihan Hak Atas Tanah
adalah Akta Juad Beb dars Pojabiat Pembuat Ahia Lanah (PPA D) dandbidatiarkan



10.

4.) Pertimbangan Judex Factie yang ternvata bertentangan dengan kaidah hukum yang

telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/ PUU - XIX/ 2021, yang
pada pokoknya menyatakan -
“...demi memperoleh kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah,
setiap perbuatan hukum yang menyangkut peralihan atau pembebanannya

menjadi tidak sah jika tidak dilakukan pendaftaran pada instansi yang

berwcnang yang telah

dItenIUKAN. ... e et aa st s s s s e s e en seanan
............. kuitansi hanyalah bukti pembayaran atau transaksi, bahkan akta jual

beli vang dibuat di hadapan PPAT pun, sambungnya belum dapat dinyatakan
scbagai bukti kepemilikan karena baru sebagai salah satu syarat adanya

karena melahn pendatiaran tanah akan dapat diketahui tentang siapa pemegang hak
atas tanah. kapan diperalihkan hak atas tanah tersebut. dan siapa pemegang hak yang
baru. termasuk juga jika tanah tersebut dibebani hak tanggungan.”

5.) Pertimbangan Hukum Judex Facoe nyvata - nvata bertentangan dengan pembatasan

6.)

yang telah diatur oleh Mahkamah Agung secara tegas dan jelas terkait syarat
Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) dalam SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA
No. 3 tahun 2018, yang pada pokoknyva mengatur bahwa Derden Verzet atas sengketa
tanah, hanva dapat diajukan berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR,
karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik. Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha,
Hak Pakai dan Hak Gadar Tanah).

Pengakuan fURUT TERMOHON BANDING 1/ TURUT TERLAWAN 1 yang
menyatakan bahwa pada tahun 2017 kepemtlikan obyek sengketa telah beralih, tidak
memiliki nilai karena bertentangan dengan Putusan Perkara No. 6/ P/ FP/ 2020/
PTUN.Shy, tertanggal 1 Juli 2020 dimana dalam perkara tersebut TURUT
TERMOHON BANDING I 7 TURUT TERLAWAN [ pada tahun 2020 masih
menyatakan dirinya sebagai pemilik vang sah atas obyek sengketa.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuctie yang mempertimbangkan petitum angka 3
(tiga) TERMOHON BANDING/PELAWAN sebagaimana tertuang dalam pertimbangan
hukumnya dar halaman 53 (lima puluh tiga) paragrat ke — 3 (iga) sampai dengan halaman

55

(lima puluh lima) paragraf ke - 2 (dua), vang pada pokoknya menyatakan;

bahwa TERMOHON BANDING / PELAWAN sebagai _pembeli vang beritikad baik

karena dalam proses jual beli telah mendapatkan Surat Keterangan Riwavat Tanah dan

Kelurahan Asemrowo,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena :

1.) Pertimbangan Hukum Judex Factie bertentangan dengan kriteria pembeli vang
beritikad batk dalam Surat [daran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 yang
mensyaratkan pembelian tanah harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) dan prosesnyva dilakukan scsuai ketentuan Peraturan Pemerintah
No. 24 1ahun 1997, karena Jual — Beh antara TERMOHNON BANDING /
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PELAWAN dan TURUT TERBANDING I
dalam Akta Notans (Buku P
PPAT d

TURUT TERLAWAN | dituangkan

~03 Akta Pengahthan Hak No. 37). BUKAN AKTA

an dilahukan oleh Edhr Susanto dafam kedudukannya scbaga Notaris,

bukan dalam kedudukanny a vehagai Pcjabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT),
terlebih lagi proses Jual - Beli antara T ERMOHON BANDING ' PELAW AN dan
TURU'T TERBAXNDING | TCRUT TERLAWAN | tersebut TIDAK
DIDAFTARKAN di Kantor Pertanahan Surabaya [ sebagaimana
disvaratkan dalam Pasal 39 asat (1) huruf a dan f, Pasal 40 PP No. 24 tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah scrta Pasal 2 PP No. 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akts Tanah)

2.) Perumbangan Hukum Judex Factie nyata - myata bertentangan dengan Surat
Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2016 dimana pembels wajib melakukan
kehati — hatan dengan menehit hal - hal berkaitan dengan obyek tanah yang
diperjanpkan  dimana terhadap tanah vang bersertifikat telah memperoleh
keterangan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan nwayat hubungan hukum
antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat dan oleh karena obyek sengketa
dalam perkara aquo adalah tanah vang sudah bersertifikat. maka Surat Keterangan
dan Kelurahan saja ndak memenubs sy arat untuk dapat dikatakan telah melakukan
kehat — hatan. TERMOHON BANDING ~ PELAWAN baru dapat dikatakan
pembeh vang beniukad bak apabila telah memperoleh keterangan dari BPN
(Kantor Pertanahan Surabaya I). sedangkan dalam perkara aquo. ketika melakukan
Ikatan Jual Beli atau pengalihan hak atas obyck sengketa, TERMOHON
BANDING * PELAWAN udak terlebih dahulu mendapatkan keterangan dari
Kantor Pertanahan Surabava 1.

3.) Akta Penjanjian Pengaliban Hak No. 37 terscbut hanya mengikat pihak yang
menandatangam dan tdak mengikat obvek sengketa yang mempunvai alas hak /
bukt kepemibikan Sernfikat Hak Guna Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella
Vila Indonesia (PEMOHON BANDING * TERLAWAN) dan bukan Petok D
sebagaimana yang diperjanpian dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak No. 37
terschut, lebth — lebth lagr alas hak -~ bukt kepemibikan Serufikat Hak Guna
Bangunan No. 30 atas nama PT Cinderella Vila Indonesia (PEMOHON
BANDING / TERLAWAN) tidak pernah dibatalkan

11. Bahwa Perumbangan Hukum Judex Fuctie yang mempertimbangkan petitum angka 4
(empat)  TERMOHON  BANDINGPELAWAN  sebagaimana  tertuang  dalam
pertimbangan huhumnya pada halaman 33 (hma puluh lima) paragraf ke — 3 (tiga). yang
pada pokoknya menyatakan:

bahwa Akta Nowns Perjanpan Pengabhan Hak No. 37 tanggal 9 November 2017 yang
dibuat dihadapan Notans F'dhi Susanto diny atakan sah karepa TURUT TERBANDING |
CIURUT TEREAWAN [ ielah membay ar lunas dan obvek sengketa telah dikuasai oleh
TERMOHON BANDING - PELAWAN,

merupakan periimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena ¢
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1) Akia Perjanjian Pengahihan Hak No. 37 merupakan Akta Notaris dan bukan Akta
PPAT dan juga udak didafiarkan pada Kantor Pertanahan Surabaya I. sehingga
apabila maksud dan tujuan akta tersebut adalah untuk mengalihkan kepemilikan
obyek sengketa dan TURUT TERBANDING [ TURUT TERLAWAN [ kepada
TERMOHON BANDING - PELAWAN, maka akta terscbut udak sah dan
mengandung kecacatan di mata hukum harena tidak memenuhi syarat formil yang
diatur dalam PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.) Perimbanpgan bahwa PELAWAN telah membavar lunas kepada TURUT
TERBANDING 1 - TURE'T TERLAWAN | dan obvek sengketa telah dalam
penguasaan TERMOHON BANDING ' PELAWAN sama sekah tidak relevan dan
kontekstual untuk menentukan keabsahan suatu perjanpian, vang mana scharusnya
Judex lactic mendasarkannya pada suatu ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang — undangan.

12. Bahwa Perimbangan Hukum Judex Factie vang mempertimbangkan petitum angka $
(hima) TERMOHON BANDING/PEL AWAN scbagaimana tertuang dalam pertimbangan
hukumnya dan halaman 55 (hma puluh hma) paragrat ke — 4 (empat) sampar dengan
halaman 58 (lima puluh delapan) paragraf ke — 3 {tiga). vang pada pokoknya menyatakan;

bahwa TERMOHON BANDING . PELAWAN adalah pemulik vang sah atas obyek
sengketa karena dalam perssdangan perkara ague, PEMOHON BANDING ! TERLAWAN
udak mengajukan bukti SHGB  mbk  TERLAWAN di persidangan _dan adanya
Yunsprusens: Putusan MA RI No 251 K:Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, Putusan
MA RI No_ 52 K-5ip 1975 tanggal 23 September 1975 dan Putusan MA RI No. 242
K/Sip/1958 tanggal 5 November 1958,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena:

1.) PEMOHON BANDING / TERI.AWAN jelas — jelas mengajukan bukti — bukti
kepemilikan atas tanah

T - 3 . Surat Keterangan Pendattaran Tanah dart Kantor Pertanahan Surabaya

I atas SHGB No. 30 atas nama PEMOHON BANDING / TERLAWAN yang

terletak di JI. Tamungsari No. 73 — 75, Surabaya

T ~ 15a, Surat Kcterangan Tanda Lapor Kehilangan SHGB No. 30 dani

Polrestabes Surabaya tertanggal 22 Mer 2023

T — 15b, Tanda Terima Permohonan Sertifikat Pengganti SHGB No. 30 dari

Kantor Pertanahan Surabava I:

T - 15¢. Copy Sertitikat Hak Guna Bangunan No. 30 / Kel. Asemrowo atas
nama PEMOHON BANDING ! TERLLAWAN vang terletak di J1. Tanjungsan
No. 73 — 75. Surabaya:

T — 15d, Sertitikat Hipotik No. 125/ 1996 dari bank UOB, tertanggal 16 Mci
2001,

Yang scluruhnya bersesuaian dengan keterangan di bawah sumpah saksi
fakta Hendri Kusmaryanto, S.ST, Kepala Scksi Sengketa, Konflik dan
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3.

14.

Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Surabaya 1. yang pada pokoknya
meny atahan bahwa atas obyeh sengketa telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan
atas nama PLMOHON BANDING © TERLAWAN vang dapat dibuktikan
kesesumannya dengan Buku lanah vang terdapat pada Kantor Pertanahan
Surabaya 1. sehingga dan alat - alat bukti tersebut sesungguhnya sudah menjadi
terang dan jelas data vk dan yvundis tanab oby ek sengketa

2)) Yunsprudenst - yunsprudensi wntang hnteria pembeh beritikad baik  yang
dijadihan acuan oleh Judex Factie merupakan yurisprudensi vang lahir sebelum
adanya pengaturan penyeragaman kriteria pembeli vang beriukad baik oleh
Mahkamah  Agung, melalm terbitnva SEMA No 4 1wahun 2016, schingga
vurisprudenst - yvunsprudenst tersebut sudah tidak relevan lagr dan penentuan
kriteria pembeli yvang beritikad bhaik haruslah merujuk pada pembatasan
yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2016.

3.) Perumbangan huhum Judey Facue bhertienmangan denpan Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 12/ PUU - XIX/ 2021, karena Jual - Beh tanah obyek sengketa
antara [URU T TERBANDING { TURUT TERLAWAN [ dengan TERMOHON
BANDING / PELAWAN tidak permah didaflarkan pada Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1.

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fuactie vang mempertimbangkan petitum angka 6
(enam) dan 7 (tujuhy TFRMOHON BANDING' PELAWAN scbagaimana tertuang dalam
pertimbangan hukumnya dari halaman SR (hma puluh delapan) paragraf terakhir sampai
dengan halaman 59 (lima puluh sembilan) paragraf ke — 2 (dua). yang pada pokoknyva
menyatakan;

bahwa oleh karcna obvek sengketa telah dinvatakan dialihkan haknya dan penguasaannya
kepada TERMOHON BANDING' PELAWAN dan TERMOHON BANDING/
PELAWAN tclah dinvatakan sebagai_pemulih yang sah sehagaimana pertimbangan
petitum angha 5 (lima), maka terhadap petitum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) beralasan

untuk dikabulkan,

merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena
Jual - Beli / Perjanjian Pengalithan Hak antara TURUT TERLAWAN | dengan
TERMOHON BANDING PELAWAN udak pernah didaftarkan ke Kantor Pertanahan
Kota Surabaya ). sehingga tidak sah di mata hukum. karena tidak memenuhi ketentuan
yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pentimbangan Hukum Judex Factie yang mempertimbangkan petitum angka 8
(delapan) TERMOHON  BANDING PFLAWAN schagaimana tertuang dalum‘
pertimbangan hukumnya dan halaman 39 (lima puluh sembilan) paragraf terakinr sampai
dengan halaman 60 tenam puluh) paragraf pertama. yang pada pokoknya menyatakan:
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16.

bahwa beralasan hukum baik PEMOHON BANDING / TERLAWAN maupun PARA
TURUT TERBANDING ' PARA TURUT TERLAWAN patut dihukum supava patuh dan
tunduk terhadap isi putusan dalam perkara perlawanan ini,

merupakan pertimbangan hukum vang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena
Jual ~ Beli / Penjanjian Pengalihan Hak amtara TURUY TERBANDING 1/ TURUT
TERLAWAN I dengan TERMOHON BANDING/ PELAWAN tidak pernah didaftarkan
ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. schingga tidak sah di mata hukum, karena tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP No 24 Tahun 1997 temang Pendafiaran Yanah,

Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Factie yang mempertimbangkan petitum angka 9
(delapan} TEFRMOHON BANDING' PFLAWAN sebagaimana tertuang dalam
pertiumbangan hukumnya pada halaman 60 (enam puluh) paragraf ke — 2 (dua) dan ke — 3
(tiga), vang pada pokoknya menyatakan;

bahwa putusan perkara im dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum
Verzetr, Banding maupun_Kasasi karena Gugatan Bantahan TERMOHON BANDING/
PELAWAIN didasarkan adanya akta autentik schagaimana buku — bukti surat yaitu P ~ 1
sampai dengan P - 20,

merupakan pertimbangan hukum vang keliru dan tidak berdasar atas hukum oleh karena
Jual - Beli / Perjanjian Pengalihan Hak antara TURUT TERBANDING [ / TURUT
TERLAWAN I dengan TERMOHON BANDING' PELAWAN udak pernah didattarkan
ke Kantor Pertanahan Kota Surabava 1. schingga tidak sah di mala hukum, karena tidak
memenuhi ketentuan yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa apabila seluruh bukti — bukti yang digjukan olech PEMOHON BANDING /

TERLAWAN ditenma dan dipertimbangkan seccara scksama, maka akan didapati

kesimpulan atas 3 (tiga) isu utama dalam memutus perkara ini :

1.} Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memiliki Legal Standing yang

dipersyaratkan oleh hukum sebagai dasar dalam melakukan Perlawan Pihak
Ke — 3 (Derden Verzet)?
Apabila SEMA No. 7 tahun 2012 Jo. SEMA No. 3 tahun 2018 yang digunakan
sebagai dasar Hukum / batu uji, maka akan didapati bahwa TERMOHON BANDING
/ PELAWAN tudak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Derden Verzet,
karena tidak ada satu bukiipun vang menunjukkan babwa TERMONON BANDING
/ PELAWAN memiliki Sertifikat Hak Atws tanah dengan nama TERMOHON
BANDING / PEL.AWAN sebagai pemegang hak atas obyek sengketa.

2.) Apakah benar telah terjadi peralihan hak yang sah di muka hukum atas obyek
sengketa dari TURUT TERBANDING 1 /TURUT TERLAWAN 1 kepada
TERMOHON BANDING / PELAWAN?

Apabila PP No. 24 whun 1997 teatang Pendaftaran Tanah dan PP No. 37 tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akia Tanah. dan Putusan Mahkamah
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Konstitusi No. 12/ PUU - XIX. 2021 yang digunakan sebagai dasar hukum / batu uji,
maka akan didapati bahwa tidak pernah terjadi Peralihan Hak atas tanah vang sah di
muka hukum antara TURUT TERBANDING I TURUT TERLAWAN | dengan
TERMOHON BANDING ' PFLAWAN atas obvek sengketa.

3.) Apakah TERMOHON BANDING / PELAWAN memenuhi kriteria pembeli
yang beritikad baik di muka hukum?
Apabila Rumusan Kamar Perdata Angka 4. SEMA No. 4 tahun 2016 vang digunakan
schagar dasar hukum  batu uji. maka akan didapau bahwa TERMOHON
BANDING / PELAWAN udak memenuhi kniteria sebagai pembeli yang beritikad
baik.

Bahwa berdasarkan alasan—alasan tersebut diatas maka PEMOHON BANDING /
TERI AWAN mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk berkenan menjatuhkan
Putusan :

MENGADILI
* 1 Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING / TERLAWAN;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negenr Surabava No. 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby.,
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI
1. Menyvatakan menolak Perlawanan TERMOHON BANDING / PELAWAN untuk
seluruhnya.
2. Menvatakan bahwa TERMOHON BANDING / PELAWAN adalah TERMOHON
BANDING /' PELAWAN vang tidak benar:
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON BANDING
/ PELAWAN.

ATAU
Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil — adilnya.
Atas Perhatian diucapkan terima kasih.

Hormat kdrm S 'é;&\\
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Dr u xxmt. ATIK, SH. MH.

MAl  REYNALDA, SH. MH.

RISKA YOURINA, SH. MH.
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